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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze the effect of Patriotism, Corruption and Illicit Payment on 
taxation compliance. The population in this study is the individual taxpayers who were enrolled in KPP 
Pratama Jayapura. The number of samples in this study as many as 100 respondents in the area of 
Jayapura. Sampling was done by using multiple regression analysis. The statistic description, validity, 
reability, classic assumption test, the coefficient of determination (R ² test), and partial regression test (t 
test) were tested in this research. Based on the result of data analysis indicated that the Patrotism has 
significant affect on tax compliance. However, Corruption and illicit payments have no significant affect 
on the tax compliance.  
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1.   PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Pajak adalah  iuran  rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat 
dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.Pajak adalah kewajiban financial 
atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau 
institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam 
pengeluaran publik. 
Dijaman sekarang, pajak adalah senjata untuk memperkuat sosial-ekonomi suatu bangsa 
sekaligus sebagai alat untuk menjaga keutuhan suatu Negara. Tanpa pajak Negara tak mampu 
menyediakan subsidi BBM, membangun fasilitas umum, jalan, jembatan, transportasi murah, 
menyediakan listrik yang terjangkau biayanya oleh masyarakat luas, sekolah-sekolah umum gratis 
hingga keseluruh pelosok negeri menyediakan keamanan bagi seluruh penduduk negeri dan 
pertahanan bagi bangsa dan Negara. 
Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak 
pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak ini dipungut oleh 
pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai 
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan 
(PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. 
Pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), 
pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan atas hak tanah dan 
bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah dan pembangunan social. 
Faktor penentu kepatuhan wajib pajak sangat bervariatif, tidak hanya terbatas pada faktor 
ekternal seperti pengaruh sanksi dan audit perpajakan, namun juga faktor psikologi-sosial seperti 
patriotisme. Sebelum jaman kemerdekaan, patriotisme dimaknai sebagai upaya melawan 
penjajahan. Patriotisme menumbuhkan keterikatan antara bangsa dengan warga negaranya yang 
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ditandai dengan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan kebanggaan terhadap identitas 
nasionalnya (Feshbach 1994 dalam Figueiredo dan Elkins, 2002). Rela berkorban demi kepentingan 
Negara merupakan wujud dari rasa patriotisme. 
Setiap wajib pajak yang taat bayar pajak adalah patriot bangsa yang sangat berjasa dalam 
memperjuangkan kemakmuran, keamanan, kesejahteraan, kemajuan, keutuhan, dan 
keberlangsungan eksistensi nusa, bangsa dan negara melalui pajak. Permasalahan sekarang di 
Indonesia, dari total sekitar 60 juta pekerja aktif di Indonesia yang memiliki penghasilan di atas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru sekitar 21 juta atau 35% yang ber-NPWP, dan dari 21 
juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) itu, baru sekitar 8,7 juta yang menyampaikan SPT 
Tahunan Pajak. Estimasi sederhananya, baru 14,5% dari sekitar 60 juta warga Negara yang 
memiliki penghasilan diatas PTKP adalah juga patriot pajak bangsa. 
Tingkat patriotisme seseorang di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Konrad dan Qari 2009). 
Hasil dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kinerja politik, ekonomi, sosial, hukum, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Belum optimalnya kinerja pemerintah diberbagai bidang tersebut dapat 
mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dampaknya dapat 
menurunkan kontribusi masyarakat terhadap kesediaan berkorban untuk kepentingan Negara 
termasuk pembayaran pajak. Penelitian terdahulu (Qary et al., 2009; Konrad and Qary, 2009) 
menemukan adanya korelasi positif antara patriotisme dan kepatuhan wajib pajak.Tingkat 
patriotisme antar Negara tentu berlainan karena perbedaan karakteristik Negara dan kebijakan 
pemerintah. 
Ditinjau dari perspektif pemerintahan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk berkontribusi 
pada penerimaan Negara secara potensial juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap 
korupsi dan pungutan liar. Dana pajak dialokasikan untuk mensukseskan penyelenggaraan Negara 
termasuk pembangunan nasional. Korupsi mendistorsi alokasi tujuan tersebut sehingga dapat 
menurunkan kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah. 
Korupsi di Indonesia umumnnya berupa penyalahgunaan wewenang, pembayatan fiktif, 
kolusi/persekongkolan, biaya perjalanan dinas yang fiktif, penyalahgunaan fasilitas kantor, imbalan 
tidak resmi, pemberian fasilitas secara tidak adil, bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur, tidak 
disiplin waktu, komisi atau transaksi jual/beli, yang tidak disetor ke Kas Negara, 
menunda/memperlambat pembayaran proyek, pengumpulan dana praktis, penyalahgunaan 
anggaran, menerima hadiah, menerima sumbangan dan Pungutan liar. 
Pungutan liar atau biasa disebut Pungli telah menjamur di Indonesia. Pungli sendiri memiliki 
pengertian yaitu pemungutan yang dilakukan di tempat atau keadaan yang tidak seharusnsya. Pungli 
dapat digolonkan sebagai tindakan korupsi karena para pelaku pungli sama halnya menerima 
sesuatu diluar dari haknya.selain korupsi, pelaku pungli dapat juga digolongkan sebagai tindakan 
pemerasan dan penipuan. 
Korupsi dan pungli sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar. Dampak 
korupsi yang terlihat secara langsung dan tidak langsung adalah kenaikan harga barang akibat 
anggaran APBN yang di korupsi, bertambahna rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi 
rakyat miskin yang seharusnya disalurkan dikorupsi, mahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan 
untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi, 
kesenjangan pendapatan semakin tinggi, banyaknya rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil 
tempat mereka kerja gulung tikar alias bangkrut akibat dana investasinya dikorupsi, pungli yang 
terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan memberatkan masyarakat, pungli juga 
mempengaruhi iklim investasi, maraknya pungli akan bepengaruh pada merosotnya wibawa hukum, 
dan masih banyak lagi dampak negatif dari korupsi dan pungli. 
Patriotisme dan korupsi saling berkaitan karena kurangnya rasa patriotisme menyebabkan 
ketidakpedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa serta kecenderungan bersikap egois dan 
memprrioritaskan kepentingan pribadinya (Ometeye , 2011). Penelitian ini merupakan replikasi dari 
peneliti yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Harlinda Siska Pradini, Martdian Ratnasari, dan 
Trixa Eka Wahyu Hidayat tahun 2016. Hal yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah pada lokasi penelitian, waktu penelitian dan alat ukut yang digunakan.  
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1.2    Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Patriotisme berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan? 
2. Apakah Persepsi Korupsi dan Pungutan liar berpengaruh terhadap kepatuhan 
perpajakan? 
 
1.3   Tujuan Penelitian 
Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan untuk menguji dan 
mengetahui pengaruh tingkat patriotism terhadap kepatuhan perpajakan. Serta, untuk menguji dan 
mengetahui pengaruh korupsi dan pungutan liar terhadap kepatuhan perpajakan.  
 
2.     TINJAUAN PUSTAKA  
2.1    Teori Identitas Sosial  
Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan hubungan antara 
patriotisme dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Tajfel (1978 dalam Ashford et al., 1989), 
identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka 
tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikasi nilai dan 
emosional dari anggota tersebut. Identitas sosial tersebut berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, 
dan rasa bangga dari keanggotaan seseorang dalam kelompok tersebut. Berdasarkan perspektif teori 
identitas sosial dijelaskan pula bahwa dalam mengekpresikan dirinya, individu akan menonjolkan 
identitas diri dan identitas kelompok sosialnya. 
Teori identitas sosial menjelaskan bahwa perasaan berharga individu sebagian terbentuk karena 
keanggotaannya dalam suatu kelompok.Bilamana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan 
dalam suatu kelompok, maka diharapkan dapat menumbuhkan ikatan emosional yang menurunkan 
perasaan senasib dan sepenanggungan antara individu dan organisasi sehingga mempengaruhi 
perilaku nyata yang bermanfaat baik bagi individu maupun organisasinya. Hal tersebut mendorong 
kerelaan individu untuk berkorban demi pencapaian tujuan organisasi karena individu menganggap 
dirinya menjadi bagian dari organisasi. 
Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, rasa patriotisme sebagai bagian dari identitas sosial 
diharapkan dapat meningkatkan loyalitas wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena ketika wajib pajak 
sebagai anggota suatu Negara memiliki ikatan emosional dengan negaranya sehingga berpengaruh 
terhadap perilaku wajib pajak. 
Teori identitas sosial memberikan berbagai prediksi terhadap konsekuensi dari loyalitas 
nasional (Huddy and Khatib, 2007). Pertama, identitas sosial nasional diharapkan menjadi non 
ideologi yang melekatkan rasa ketertarikan subjektif individu pada suatu bangsa. Kedua, identitas 
nasional yang kuat diperkirakan mampu meningkatkan keterlibatan politik. Penelitian Lavoie 
(2011) menegaskan individu dengan tingkat patriotik lebih tinggi cenderung lebih sukarela 
mematuhi hukum perpajakan. 
 
2.2    Teori Bad Apple 
Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi disebabkan oleh kecacatan 
moral dan terdapat hubungan kausal antara kecacatan moral dengan kecenderungan untuk 
melakukan korupsi. Seseorang memiliki kecacatan moral karena di dalam proses sosialisasi yang 
dia terima, dia “meresapi” nilai-nilai yang menyimpang dari masyarakat sehingga dia bertindak atas 
dasar nilai-nilai yang menyimpang yang dia terima pada proses sosialisasi itu sendiri.  
Upaya pencegahan korupsi menurut bad apple theories ini adalah ketika akar permasalahan 
didalam pertanyaan mengapa seseorang melakukan korupsi dan jawabannya terletak pada self-
control pada diri indivvidu itu sendiri.agar dapat memperbaiki self-control yang ada dalam diri 
individu itu sendiri adalah dengan cara menciptakan norma-norma yang kuat Yazid (2014). 
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2.3  Pajak 
Salah satu bentuk dari penerimaan Negara adalah penerimaan pajak.Penerimaan pajak 
merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta 
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.Pajak 
pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak ini dipungut oleh 
pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai 
barang danjasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN;PPn-BM), pajak bumi dan bangunan 
(PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. 
 
2.4   Patriotisme 
Patriotisme adalah jantung dari Sila ke 3, dan jantung Pancasila. Jiwa patriotisme akan selalu 
ada di setiap warga Negara Indonesia. Di suatu saat, mungkin semangat patriotisme bisa meredup, 
tetapi tidak akan pernah lenyap sepenuhnya. Semangat patriotisme bangsa ini pasti akan berkobar 
lagi saat dibutuhkan. Dalam skala kecil, semangat ini akan bangkit di saat ada warga Negara yang 
butuh bantuan atau teraniaya. Dan dalam skala besar semangat ini pasti akan bergelora di saat 
genting Negara, terutama di saat darurat perang.  
 Patriotisme diartikan sebagai semangat dan jiwa cinta tanah air. Patriotisme mengajarkan 
kepada setiap rakyat untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup dan 
mencari penghidupan. Walaupun, sikap patriotisme ditunjukkan dengan rela berkorban demi bangsa 
dan Negara.Pengorbanan ini tidak sebatas pada tenaga dan waktu mereka, tetapi semua yang 
dimilikinya, seperti harta benda, keluarga, bahkan nyawa. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, 
sikap patriotisme dirasakan sebagai suatu sikap yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap patriotisme diharuskan sebagai dasar atau landasan 
untuk bertindak dalam melaksanakan pembangunan.Oleh karena itu, Negara mengharuskan setiap 
warganya untuk berperan aktif dalam usaha mempertahankan keamanan. Peran ini dapat berupa 
kerelaan menyerahkan sebagian tanahnya guna pelebaran jalan atau pembuatan waduk dan 
membayar pajak tepat pada waktunya. 
 
2.5     Korupsi 
Korupsi merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya.Pavarala (1996) membagi 
dua kelompok pengertian yang dipergunakan dalam pandangan legal atau yang disebut korupsi 
dalam pengertian sempit.Kedua adalah pengertian korupsi yang lebih luas yang dilihat bukan hanya 
legal namun lebih dari itu yakni memperhatikan moral dan etika. Dalam arti sempit, korupsi 
didefinisikan sebagai penyuapan (bribery), penggunaan barang publik yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya (misappropriation of public resource), komisi (kickbacks and commissions), 
penyelewengan (embezzlement), pemberian melebihi nilai yang diperkenankan (gifts beyond a 
certain value), dan menjual kantor publik (sale of public office). 
Bagaikan virus yang berbahaya korupsi dapat menimbulkan wabah secara luas terhadap 
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan segala bentuk penyalahgunaan 
wewenang dan kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat 
didrahasiakan terhadap pihak-pihak di luar kalangan itu sendiri (Vito Tanzi, 1998). 
 
2.6   Pungutan Liar 
Proses memberi dan meneriman dan kemudian mencapai bentuk yang mapan, dari sudut 
hukum disebut sebagai “pungutan liar”. Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia. 
Melalui instruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1997 tentang Operasi Tertib, di masa orde baru 
berkuasa, telah dilancarkan operasi tertib, yang bermaksud menanggulangi pungli, di dalam 
usahanya mewujudkan keadaan pemerintahan yang diidamkan, yang mencerminkan pelayanan 
masyarakat. 
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2.7     Kepatuhan Perpajakan 
Kepatuhan perpajakanyang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” 
kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi wajib pajak 
paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terhutang 
dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.  
Kepatuhan dan kesadaran perpajakan secara kualitatif memiliki sebagai berikut; pengertian 
kesadaran pajak dianggap mempunyai nilai lebih daripada kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan 
timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikan adanya sanksi perpajakan. 
Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul justru karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun 
demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah seorang wajib pajak yang memenuhi 
kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadarannya ataukah dimotivasi oleh kepatuhannya. 
  
2.8   Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 
2.8.1 Pengaruh Patriotisme Terhadap Kepatuhan Perpajakan 
Davidov (2009) menjelaskan bahwa kelekatan individu sebagai bagian dari suatu Negara 
diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap 
kelompok dan tanah-airnya.Tajfel and Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum identitas 
sosial menggambarkan perasaan subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya besifat 
positif.Salah satu bentuk dari identitas nasional adalah Patriotisme (Blank and Smith, 2003). Staub 
(1998) mendefinisikan patriotisme sebagai keterikatan seorang pada kelompoknya (suku, bangsa, 
partai politik dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseornag dalam mengidentifikasi 
dirinya pada suatu kelompok sosial untuk selanjutnya menjadi loyal (Staub, 1998).  
Beberapa penelitian mengenai patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan, seperti 
penelitian Konrad and Qari (2009) membuktikan bahwa sikap patriotisme seseorang berhubungan 
dengan tingkat kepatuhan pajaknya. Hal tersebut dibuktikan dengan terdukungnya hipotesis 
penelitian yaitu Negara dengan penduduk yang memiliki sikap patriotik tinggi maka tingkat 
kepatuhan pajaknya juga tinggi.Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa sikap patriotisme 
dapat mempermudah pencapaian penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan. 
Dalam penelitian Pradini et al (2016) juga menyatakan bahwa patriotisme beerpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak.Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Lavoie (2011) bahwa 
semakinn tinggi patriotic individu maka semakin besar kemungkinan individu tersebut berperan 
dalam mensukseskan tujuan bangsa dan secara sukarela patuh pada regulasi perpajakan yang 
berlaku. 
Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak dan 
pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Jika membayar pajak 
dipandang sebagai faktor yang mendukung kesejahteraan bangsanya, maka individu dengan tingkat 
patriotik tinggi lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang 
tingkat patriotiknya rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini 
adalah: 
H1: Patriotisme berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
2.8.2 Pengaruh Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan 
Opini umum selalu mempersepsikan korupsi adalah hal negatif karena dianggap sebagai 
kejahatan sosial.(Mandescu, 2011).Korupsi juga tidak dapat dipandang secara parsial sebab 
berkaitan erat dengan isu yang lebih luas yaitu tata kelola dan manajemen publik (Ajaz and Ahmad, 
2010). Dalam area pealayanan publik, penyuapan dan penyogokan dilakukan untuk memperoleh 
keuntungan pribadi (Ajaz and Ahmad, 2010). Argumen positif terhadap praktik penyuapan pernah 
dilontarkan karena suap dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki efisiensi birokrasi pemerintah 
yang lambat (Ketkar et al., 2005). Namun faktanya, pembayaran illegal justru dilakukan untuk 
tujuan-tujuan illegal seperti penghindaran pajak, polusi lingkungan, jaminan kekebalan terhadap 
sanksi kriminal dan lain-lain (Ketkar et al., 2005). 
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Dalam konteks kebijkan dan administrasi fiskal, korupsi dibedakan dalam tiga bentuk yaitu; 
korupsi terjadi pada sisi penerimaan yaitu proses pengumpulan sumber daya public, korupsi terjadi 
pada sisi pengeluaran yaitu proses pembelanjaan sumber daya dalam rangka penyediaan jasa dan 
pembangunan infrastruktur, dan korupsi terjadi saat perumusan regulasi ekonomi. Korupsi dalam 
siklus anggaran tersebut tentunya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 
pemerintah. Stigma negatif tersebut juga berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan Negara termasuk pembayaran pajak. 
Bird et al (2004 dalam Ajaz and Ahmad, 2010) menemukan peranan penting korupsi, hukum 
dan regulasi terhadap penentuan hasil penerimaan pajak.Konsisten dengan pnelitian tersebut, Gupta 
(2007) juga menemukan bahwa korupsi memiliki dampak negatif signifikan terhadap kinerja 
penerimaan. 
Pradini et al (2016) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas korupsi dan pungutan liar 
tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan 
penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah: 
 
H2: Persepsi Korupsi dan Pungutan Liar berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
2.9 Model Penelitian 
Variabel Indpenden dalam penelitian in adalah Patriotisme serta persepsi Korupsi dan pungli. 















   Sumber: Penulis (2017) 
 
3    METODE PENELITIAN 
3.1    Jenis Penelitian dan Sumber Data 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Causal Comparative Research dimana penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiono 
2016:62). Penelitian Causal Comparative ini juga termasuk penelitian yang mengidentifikasi fakta 
yang terjadi sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-
variabel yang mempengaruhi.  
Dilakukannya penelitian ini dengan maksud tujuan untuk melihat seberapa jauh Pengaruh 
Patriotisme, Korupsi dan Pungli terhadap Kepatuhan Perpajakan di kota Jayapura. Jenis data pada 
penelitian ini adalah data kuantitatif. Data Kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Data Primer. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), data primer diperoleh dengan menyebarkan 
kuisioner kepada responden. Lokasi penelitian ini terletak di Jln. Otonom No.3 Kotaraja, Jayapura-
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3.2    Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulan (Sugiono, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (orang pribadi) yang 
sudah mempunyai NPWP yang berada dalam wilayah KPP Pratama Jayapura. Sampel merupakan 
bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian 
(Sujarweni, 2014:65). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara Convienance 
Sampling atau penyampelan dengan berdasarkan kemudahan. 
 
3.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel Dependen 
Variable dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan berarti 
tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta 
melaksanakan ketentuan perpajakan.sehingga, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat 
dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan undang-undang 
perpajakan. Dimana mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimaksud 
diantaranya yaitu mengisi formulir dengan benar, menghitung pajak terhutangnya dengan benar, 
membayar tepat waktu, melaporkan informasi ketika petugas membutuhkan informasi lebih, dan 
mematuhi kebijakan tersebut. 
Variabel Independen 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah patriotisme (X1). Patriotisme adalah sikap 
yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan Negara. Patriotisme mimiliki 
ciri-ciri yaitu: simpati terhadap bangsa, mampu melihat kekuatan dan kelemahan bangsa, rasa 
mempunyai identitas diri, dan bersifat terbuka.Pertanyaan tentang patriotisme diadopsi dari 
penelitian Pradini et al (2016). 
Variabel independen yang kedua adalah Korupsi dan pungutan liar (X2).Penggunaan variabel 
korupsi dan pungutan liar dalam penelitian ini di adopsi dari penelitian Pradiniet al (2016). 
Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur kepercayaan Wajib Pajak terhadap 
komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penelitian masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan, apakah sudah terbebas atau belum dari unsur korupsi dan juga 
untuk menilai setuju atau tidaknya wajib pajak terhadap pertanyaan bahwa penyelenggara birokrasi 
di Indonesia telah bebas dari pungutan liar. 
Pengukuran variabel Dependen dan Independen dalam penelitian ini menggunakan skala 
Likert 1-5, dimana 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju dan 5 = Sangat 
Setuju. 
 
3.4 Metode Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel 
dependen (X1,X2,…,…,Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 
pengaruh patriotisme, korupsi dan pungli terhadap kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak di Kota 






Y   = Kepatuhan Perpajakan 
α  = Konstanta 
β1  = Koefisien regresi dari variabel patriotism 
β2  = Koefisien regresi dari variabel korupsi dan pungli 
Y = α+β1X1+β2X2+e 
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X1  = Patriotisme 
X2  = Korupsi dan Pungli 
e                      = Standard of error 
 
4    ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 
4.1 Analisis Statistik Deskriptif  
      Statistik deskriptif mampu memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 
nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan 
kemencengan distribusi (skewness) (Ghozali, 2016). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 62 dari 70 sampel penelitian yang diperoleh melalui kuisioner penelitian. Sampel tersebut 
merupakan jawaban atau pendapat para responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang 
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Yang menjadi responden dalam penelitian ini 
yaitu berdasarkan hasil dari Confinience sampling, dimana para responden merupakan wajib pajak 
yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Adapun kriteria untuk pembagian kuisioner ini diberikan 
kepada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
TP 62 73.00 125.00 95.4839 9.21997 
TKPL 62 3.00 12.00 8.4032 1.72218 
TKWP 62 15.00 25.00 20.0000 2.39535 
Valid N 
(listwise) 62 
    
Sumber: Data diolah penulis (2017) 
Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, nilai rata-rata (Mean) variabel patriotisme 
yaitu sebesar 95,48 dimana nilai minimumnya adalah 73 dan maksimumnya 125. Yang artinya 
responden lebihh banyak menjawab satuju dilihat dari nilai rata-rata yang mendekati angka 
maksimum 125. Variabel Korupsi dan Pungutan Liar dengan niai rata-rata 8,40  nilai minimumnya 
3dan nilai maksimumnya sebesar 12. Yang artinya responden lebih banyak yang memilih netral  
dilihat dari nilai rata-rata 8,40 yang berada diatara nilai maksimum 12 dan minimum 3. Variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak  dengan nilai rata-rata 20 dimana nilai minimumnya 15 dan maksimum  25. 
Yang artinya responden lebih memilih netral dilihat dari rata-rata 20 yang berada di antara nilai 
minimum 15 dan maksimum 25. 
 
4.2    Pengujian Hipotesis 
4.2.1 Analisis Uji T Parsial (Uji T) 
Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara 
individual (Parsial) terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
dari Patriotisme, Korupsi dan Pungli terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jayapura. Hasil uji 

















         Sumber: Data Diolah Penulis (2017) 
Dimana dari hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini yaitu; H1 : Patriotisme mempunyai 
pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hasil yang ditunjukkan pada tabel 2 memiliki arti nilai t 
hitung > t tabel sebesar 6,662 >1,671 dan signifikannya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 
maka dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang siggnifikan antara variabel Patriotisme terhadap 
Kepatuhan Perpajakan sehingga H1 diterima. Sedangkan, untuk hipotesis 2 yaitu; H2 : Korupsi 
dan Pungli mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan. Hasil yang ditunjukkan pada 
tabel 2 memiliki nilai t hitung < t tabel sebesar 1,078 < 1671 dan signifikannya lebih besar dari 0,05 
yaitu 0,286 > 0,05 maka dapat dikatakaan tidak mempunyai pengaruh signifikan antara variabel 
Korupsi dan Pungli terhadap Kepatuhan Perpajakan sehingga H2 ditolak.  
Dengan melihat unstandardized coefficient dapat disimpulkan persamaan berikut  
KWP = 2,594 + 0,169P + 0,147KPL + e 
Dimana dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang 
dimasukkan kedalam model regresi hanya variabel P yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib 
pajak, sementara variabel KPL tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
4.3    Pembahasan 
4.3.1 Pengaruh Patriotisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Patriotisme berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, H1: diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan jiwa 
patriotisme individu akan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitan Pradini et all (2016) dimana rasa patriotisme menumbuhkan kerelaan 
wajib pajak untuk berkontribusi pada kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan, dan keberangsungan 
bangsa termasuk melalui pembayaran pajak. Sama halnya dengan penelitian Adiningtyas (2016) 
bahwa patriotisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Salah satu sikap patriotisme dalam bidang ekonomi adalah melaksanakan kewajiban 
membayar pajak sebagai bukti abdi dalam mensejahterahkan bangsa dan Negara. Kewajiban warga 
Negara dalam membayar pajak tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. 
Pajak tidak memberikan imbalan jasa secara langsung sebagaimana retribusi sehingga 
motivasi psikologi – sosial seperti patriotisme berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran 
wajib pajak terhadap perannya dalam pembangunan nasional. Makna patrotisme lebih luas dari 
cinta tanah air karena di sertai dengan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara.  
Patriotisme secara langsung dapat mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang terhadap pajak 
dan pada akhirnya juga meningkatkan norma-norma sosial (Lavoie, 2011). Hal tersebut dikarenakan 
individu dengan patriotisme yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya, maka individu dengan 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.594 2.704  .959 .341 
Patriotisme .169 .025 .652 6.662 .000 
Korupsi dan 
Pungli 
.147 .136 .105 1.078 .286 
a. Dependent Variable: Kepatuhan 
Perpajakan 
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tingkat patriotik tinggi lebih jujur dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu yang 
tingkat patriotiknya rendah.  
4.3.2 Pengaruh Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Korupsi dan Pungli tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, H2: ditolak. Peneliti menduga ketidakterdukungan 
hipotesis tersebut dikarenakan perbedaan pemahaman dan persepsi dari para wajib pajak mengenai 
korupsi dan pungli. Dalam penelitian Pradini et all (2016) menunjukkan bahwa persepsi wajib 
pajak atas korupsi dan pungli tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
perpajakan.  
Didukung dengan penelitian Ajaz dan Ahmad (2010) yang menjelaskan bahwa korupsi tidak 
dapat dipandang secara parsial sebab berkaitan erat dengan isu yang lebih luas yaitu tata kelola dan 
manajemen public. Pernyataan tentang persepsi korupsi dan pungli dalam kuiisioner belum 
mencakup semua dimensi dalam praktik korupsi dan pungli. Belum spesifiknya pernyataan tersebut 
diduga mempengaruhi persepsi individu terhadap variabel yang diteliti.  
 
5    PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak pada para Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jayapura. Dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis yang diuji. Variabel dependen yang digunakan 
adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Variabel Independen yang digunakan adalah Patriotisme, 
Korupsi dan Pungli. Jumlah kuisioner yang dibagikan kepada para responden sebanyak 70, dan 
jumlah sampel yang dapat diolah sebanyak 62. Responden terpilih berdasarkan teknik convienience 
sampling, dimana para wajib pajak yang terdaftar yang secara kebetulan peneliti temui.  
Berdasarkan hasil analisis da pengujian hipotesis, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan uji Parsial (t-test) menunjukkan bahwa Patriotisme mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi jiwa patriotic seseorang, semakin patuh juga terhadap kewajibannya dalam 
membayar pajak. 
2. Berdasarkan uji parsial (t-test) menunjukkan bahwa persepsi korupsi dan pungli tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. tidak terdukungnya hasil dari 
variabel ini karena perbedaan pemahaman dan persepsi antara wajib pajak satu dan lainnya. 
Serta pertnyataan tentang korupsi dan pungli yang belum mencakup semua dimensi korupsi 
didalam kuisioner. 
 
5.2    Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain Pertama, jumlah Variabel yang hanya 
terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Kedua, jumlah responden yang belum bisa 
menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dan hasil pembagian kuisoner banyak yang tidak 
kembali, hal ini dikarenakan aktivitas beberapa responden yang cukup padat sehingga tidak dapat 
mengisi kuisioner. Ketiga, untuk variabel korupsi dan pungli pernytaannya kurang mencakup semua 
dimensi dalam praktik korupsi dan pungli. 
 
5.3 Saran 
Saran ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya ataupun unuk 
akademis agar dapat mengisi kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Adapun saran 
dari peneiti yaitu sebagai berikut : 
1. Diharapkan Peneliti selanjutnya dapat menggunakan cakupan sampel yang lebih luas. 
Penelitian selanjutnya juga dapat mengesplorasi faktor-faktor lain selain Patriotisme seperti 
perilaku-perilaku Wajib Pajak sebagai faktor yang dapat mempengaruhi proses kepatuhan 
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pajak seseorang serta membangun pengukuran yang lebih komprehensif untuk mengukur 
persepsi wajib pajak terhadap korupsi dan pengutan liar. 
2. Diharapkan juga agar peneliti selanjutnya untuk memasukkan perbandingan hasil realisasi 
wajib pajak dari tahun sebelumnya dengan tahun dimana penelitian berlangsung, agar hasil 
yang didaptkan lebih akurat. 
3. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Jayapura untuk lebih banyak 
mensosialisasikan tentang rasa cinta terhadap Negara untuk meingkatkan rasa patriotisme 
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